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<b>ABSTRAK</b><br>

Masyarakat adat nusantara mengalami peminggiran dan penghancuran secara sistematis oleh intervensi
pihak-pihak luar masyarakat adat. Pemaksaan nilai, penaklukan, kolonisasi dan eksploitasi oleh penguasa
politik bersama pemilik modal yang memonopoli makna kebenaran secara sepihak masih berlangsung dan
merupakan sumber penderitaan bagi masyarakat adat di seluruh Nusantara. Aliansi Masyarakat Adat
Nusantara (AMAN) berbentuk aliansi yang merupakan persekutuan darn komunitas-komunitas Masyarakat
Adat se nusantara. Pasal 7, butir 3, Anger ran Dasar AMAN menyebutkan mini organisasi adalah
"mengembalikan kedaulatan Masyarakat Adat Nusantara untuk mempertahankan hak-hak ekonomi, sosial,
budaya dan bernegara’. Masalah internal organisasi AMAN yang terjadi pada Sekretariat Pelaksana AMAN
antaralain berkaitan dengan inisiatif pada awal pembentukan organisasi datang bukan darn masyarakat adat
itu sendiri, aspek keuangan dan pembiayaan kegiatan organisasi, komunikasi dan informasi internal
organisasi, sertaintervens darn pihak luar organisasi. Tujuan penelitian mengungkapkan penanganan
masalah internal organisasi pada Sekretariat Pelaksana AMAN serta mendeskripsikan perjuangan
revitalisasi hakhak masyarakat adat nusantara. Penelitian menggunakan studi kasus. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa masalah internal organisasi menjadi suatu hal yang mendesak untuk dicarikan jalan
kelua rya secara bijaksana, terutama berkaitan dengan aspek keuangan dan pembiayaan kegiatan organisas
sertakomunikasi dan informasi internal organisasi. Kedua hal tersebut merupakan 'darah’ bagi
berlangsungnya suatu organisasi seperti AMAN agar dapat mewujudkan visi dan misi organisasi. Undang-
Undang Dasar 1945 mengakui eksistensi masyarakat adat serta hak kepemilikannya alas tanah ulayat.
Namun dalam undang-undang sektoral yang menindaklanjuti konstitusi tersebut terjadi banyak
penyimpangan, yang efektif menegasikan hak masyarakat adat terhadap tanah ulayatnya. Rekomendasi:
diperlukan upayainternal menggali kemandirian keuangan berdasarkan potensi ekonomi anggota AMAN;
program komunikasi organisasi menjangkau setiap anggota AMAN secara efektif; konsolidasi memperkuat
kedudukan organisasi secara politis. Selain itu, perjuangan yang dilakukan AMAN memerlukan langkah-
langkah politis memperoleh akses pads pihak eksekutif maupun pihak legidatif.
<hr><i><b>ABSTRACT</b><br>

'Masyarakat adat nusantara’ have been marginalized and destructed by systematic intervention from the
outsider of masyarakat adat. Coersion of values, conquest, colonization and exploitation by rezim with
capitalist that monopolized the truth meaning by one side still going on and become the source of sufferring
to all masyarakat adat in nusantara. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) is alliance which union
base on communities of Masyarakat Adat se nusantara. Article 7, point 3, AMAN's Statutes and Rules of
Association stated about mission of organization which is, "take back the sovereignty of Masyarakat Adat
Nusantara to maintain the economical, social, cultural and national life". AMAN's The internal organization
problem of AMAN which happened in the Executive Secretary AMAN as follow: the initiative of AMAN
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formulation doesn't appears from the masyarakat adat themselves, financial aspect and organization
activities expense, communication and internal information of organization, and intervension from the
outsider. Research aims to show the handling of internal organization problem at the Executive Secretary
AMAN and to describe revitalization struggling of masyarakat adat nusantara's rights. The research uses
case study. Result of the research shows that the internal organization problems become urgent to be solved
wisely, particulary concern with financial aspect and organization activities expenses. Besides,
communication and internal information of organization. Both of them are 'the blood' in sustaining of an
organization, like AMAN. Constitution of 1945 recognized existences of masyarakat hukum adat and their
rights of hak ulayat. However, there are several deviancy on the sectoral law that effective to negation of
masyarakat adat rights. Recommendation: it needs the internal effort in financial independent based on
economic potential from the member of AMAN; organization communication program should reach
members of AMAN effectively; enforcing consolidation for organization status politically. Moreover,
AMAN's struggling needs political steps in achieving legislative and executive access.</i>



